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          Rika Saraswati

    Abstrak

Kekerasan baik fisik maupun verbal sekarang ini sering disebut sebagai perundungan atau bullying terjadi dalam masa penerimaan siswa baru melalui kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS). Pemerintah juga telah berupaya mencegah segala macam kekerasan terhadap siswa sekolah melalui berbagai peraturan, sala satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 55 tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah.
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1.	Pendahuluan
Perpeloncoan dalam Kegiatan MOS atau OSPEK ternyata merupakan warisan kolonial penjajah Belanda sejak tahun 1898 yang berlangsung di Sekolah Pendidikan Dokter Hindia. Peserta didik baru menjadi ‘pembantu’ bagi para seniornya dengan meminta mereka untuk membersihkan ruang kelas. Aksi perpeloncoan tersebut berlangsung terus dan menjadi tradisi di Geneeskundinge Hooge School (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran (1927-1942) yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).​[2]​ 
Kegiatan tersebut tak lepas dari tindak kekerasan, misalnya mewajibkan siswa baru memakai atribut dan membawa barang tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan, serta aksi memarahi adik-adik kelasnya yang merupakan siswa baru dengan dalih mendisiplinkan dan melatih mental.
Perploncoan dilarang dilakukan di institusi pendidikan karena tidak sesuai dengan prinsip orientasi pengenalan siswa baru yang sebenarnya merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu segala macam bentuk perponcoan harus dilarang dalam masa penerimaan siswa baru atapun dalam segala  kegiatan di institusi Pendidikan.
Penyelenggaraan masa orientasi siswa baru harus terbebas dari segala bentuk kekerasan. ​[3]​ Prinsip ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak tahun 2002 dan 2014 yang  melindungi anak di institusi pendidikan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah yang dilakukan oleh anggota atau komunitas sekolah.  Dengan demikian semua pihak di sekolah, dari penyelenggara sekolah/yayasan, kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dan semua yang ada di komunitas tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak siswa agar siswa dapat menjalani proses belajar di sekolah dengan aman dan nyaman. 

Mengapa perploncoan dilarang?
Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), unsur perundungan/bullying yang dilarang terdapat dalam kegiatan MOS yakni segala kegiatan yang mengarah kepada tindak kekerasan, pelecehan, dan/atau tindakan destruktif yang merugikan/ membebani siswa maupun orangtua siswa. 
Perpeloncoan dan atributnya dilarang pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) karena cenderung merendahkan martabat kemanusiaan para peserta didik. Selain itu, perploncoan dilarang karena memunculkan kekerasan dan berpotensi menyimpan balas dendam di kemudian hari.​[4]​ Ada yang berpendapat bahwa perploncoan sebagai sarana mempererat persaudaraan dan perkumpulan murid/mahasiswa. Akan tetapi, perpeloncoan ternyata dapat menimbulkan masalah sosial dan hukum. Hal tersebut terjadi karena perpeloncoan adalah tindakan menguasai dan mengontrol orang lain, dan sering menimbulkan korban, baik korban yang jatuh sakit maupun meninggal dunia karena dianiaya.
Melalui berbagai kegiatan yang tidak masuk akal, termasuk atribut-atributnya yang dipakai di rambut, baju dan pakaian, maka dapat dikatakan bahwa  perpeloncoan adalah perbuatan atau kegiatan yang sama sekali tidak mencerdaskan dan tidak mengasah budi pekerti para siswa. Kegiatannya hanya bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan dan sering mengancam jiwa para pesertanya. Kegiatan yang seharusnya memberikan pengetahuan baru yang memunculkan kreativitas dan kebanggaan kepada siswa baru justru malah mematikan kebanggaan dan kreativitas para siswa. Jika ditelaah lebih mendalam, hal ini telah menunjukkan wajah anak didik bangsa Indonesia yang memiliki sifat buruk yang tidak menghendaki orang lain bahagia, gembira dan berprestasi. 
Ada yang berpendapat bahwa perpeloncoan bukanlah sesuatu yang jahat. Hal ini tetap tidak dapat dibenarkan karena terlepas ada atau tidak adanya niat jahat, keselamatan peserta sering diabaikan. Perploncoan sering tidak memahami pentingnya menjaga keselamatan peserta yang diplonco, mereka hanya memikirkan kepuasan diri sendiri dengan memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ajang untuk pamer kuasa dan kekuatan. Semua kegiatan yang merendahkan harga diri dan martabat kemanusiaan dianggap sebagai hal yang “menyenangkan" tanpa memperhatika perasaan dan kondisi peserta didik yang diplonco di mana mereka sangat merasakan kepedihan, kesengsaraan, kesusahan, dan kesakitan baik fisik maupun psikis. 
Jika dianalisis lebih mendalam, perploncoan pada hakekatnya merupakan bentuk  perundungan karena kegiatannya memenuhi unsur-unsur bullying, seperti: menggertak, dan memanfaatkan posisi seseorang atau mereka yang lemah dengan menggunakan berbagai cara seperti kekerasan, ancaman, paksaan atau intimidasi.​[5]​ Sebagai akibatnya,  korban akan selalu tidak berdaya dan akan menerima perlakuan tersebut terus menerus. ​[6]​ Dalam kegiatan masa orientasi siswa, perploncoan telah menyebabkan siswa tidak berdaya menolak karena kegiatan ini seringkali ‘direstui’ oleh pihak sekolah
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa perploncoan  bukan suatu cara  yang efektif untuk mengajarkan rasa hormat dan mengembangkan disiplin siswa karena dalam kenyataannya korban perpeloncoan jarang yang melaporkan memiliki rasa hormat terhadap pelaku perploncoan.​[7]​ Praktek perundungan juga sudah dilarang oleh pemerintah melalui peraturan Menteri PKndidikan dan kebudayaan nomor 82 tahun 2015.






Perpeloncoan merupakan tindakan kekerasan terhadap anak karena anak diwajibkan untuk membawa dan memakai atribut-atribut tertentu yang dapat menurunkan harkat martabat anak sebagai seorang manusia, seperti memakai topi terbuat dari bola bekas, tas dari kardus bekas, rambut dikucir dengan sekian banyak tali/ikat rambut yang bermacam-macam warnanya dan lain-lain. Para pelaku perploncoan tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut memiliki dampak psikologis karena dapat menyebabkan anak tersebut mengalami hambatan mental, bahkan perilaku-perilaku maladaptive, seperti autism, kenakalan diluar batas normal, sulit diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan yang paling berbahaya yakni anak mulai berperilaku kriminal.​[8]​
	Dengan demikian jelas bahwa bahwa perploncoan merupakan bullying terhadap para peserta didik baru yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis karena sekolah secara tidak langsung mengijinkan dan membiarkan panitia penerimaan siswa baru melakukannya. Oleh karena itu jelas sekali bahwa perploncoan harus dilarang dan apabila masih terjadi maka pelaku atau pihak-pihak penyelenggara perploncoan dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak. 










Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung : Penerbit Nuansa, Hal. 27

Ahmad Bil Wahid, Kemendikbud Ingatkan Perpeloncoan Dilarang Saat Masa Orientasi diakses Selasa, 11 Jul 2017 https://news.detik.com/berita/d-3556245/kemendikbud-ingatkan-perpeloncoan-dilarang-saat-masa-orientasi

Christina Salmivalli, “Agression and Violent Behavior”, 6 September 2009, hal. 1-2

Raj Mestry, Martyn van der Merwe dan Joan Squelch, 2006, “Bystander behaviour of school children observing bullying”.volume 3 No. 2, hal. 46-59.

Perpeloncoan di Indonesia 21 Agustus 2015  http://www.kompasiana.com/arinihmtk/perpeloncoan-di-indonesia_55d61810d19273250cc1c837

Sugiyanto, Kekerasan di Sekolah Bagian Masalah Pendidikan Sosial- Emosional Paradigma, No. 





^1	  Disampaikan dalam FGD dan Workshop “Mencegah Perundungan/Bullying dengan Mengedukasi Siswa Melalui Muatan Seni Budaya dalam Program Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD)” Semarang, 9 Juni 2016
^2	  Perpeloncoan di Indonesia 21 Agustus 2015 http://www.kompasiana.com/arinihmtk/perpeloncoan-di-indonesia_55d61810d19273250cc1c837
^3	 Perpeloncoan di Indonesia 21 Agustus 2015 http://www.kompasiana.com/arinihmtk/perpeloncoan-diindonesia_55d61810d19273250cc1c837
^4	  Ahmad Bil Wahid, Kemendikbud Ingatkan Perpeloncoan Dilarang Saat Masa Orientasi, diakses Selasa, 11 Jul 2017 https://news.detik.com/berita/d-3556245/kemendikbud-ingatkan-perpeloncoan-dilarang-saat-masa-orientasi
^5	  Christina Salmivalli, “Agression and Violent Behavior”, 6 September 2009, hal. 1-2
^6	  Raj Mestry, Martyn van der Merwe dan Joan Squelch, 2006, “Bystander behaviour of school children observing bullying”.volume 3 No. 2, hal. 46-59.
^7	 Perpeloncoan di Indonesia 21 Agustus 2015 http://www.kompasiana.com/arinihmtk/perpeloncoan-diindonesia_55d61810d19273250cc1c837
^8	  Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung : Penerbit Nuansa, Hal. 27
^9	  Sugiyanto, Kekerasan di Sekolah Bagian Masalah Pendidikan Sosial- Emosional Paradigma, No. 09 Th. V, Januari 2010 � ISSN 1907-297X, hlm 13
